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PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_, NIK 1607056109870010 tempat dan tanggal lahir Bukit, 21 September 1987

(umur  36  tahun),  agama  Islam,  pekerjaan  mengurus

rumah tangga,  pendidikan SLTA,  tempat kediaman di

_,Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,

sebagai Penggugat;

melawan

_,  tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Desember 1980 (umur 43 tahun),

agama  Islam,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,

pendidikan  S1,  tempat  kediaman  di  _,  Kabupaten

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tanggal  2 Januari  2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai  dengan  Nomor  9/Pdt.G/2024/PA.Pkb,

tanggal  03  Januari  2024,  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal  16 November 2013, tercatat pada Kantor  Urusan

Agama,  Kecamatan  Betung,  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera

Selatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor _,Betung, 02 Desember 2013;  
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2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

_,Kabupaten Banyuasin,Provinsi Sumatera Selatan;  

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  rukun  dan  harmonis  awal  pernikahan tetapi  sejak  setelah

pernikahan sekitar tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi perselisihan dikarenakan: 

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.2 Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk meminum racun;

5. Bahwa,  puncak  permasalahan  mulai  terjadi  pada  tahun  2016,

dikarenakan  penggugat  sudah  tidak  tahan  lagi  dengan  sikap  perilaku

Tergugat  yang  sering  Melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,

kekerasan fisik dengan memukuli kepala dan tangan Penggugat terutama

pada saat terjadi selisih paham dan pernah di suruh untuk meminum racun;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal di kediaman

bersama, di _,Kabupaten Banyuasin,Provinsi Sumatera Selatan;  

7. Bahwa  selama  berpisah  ranjang,  pihak  keluarga  sudah

mengupayakan perdamaian kepada Penggugat namun tidak berhasil;  

8. Bahwa atas  dasar  uraian  di  atas,  gugatan cerai  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) 

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang

demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;  

10. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Penggugat  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :
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1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap Penggugat

(_) 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;   

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat,  dan  untuk  memaksimalkan  upaya  damai  maka  atas  pilihan

Penggugat  dan  Tergugat  Ketua  Majelis  Hakim  menetapkan  Achmad  Fikri

Oslami,  S.H.I.,  M.H.I. sebagai  mediator  sesuai  dengan  penetapan  Nomor

9/Pdt.G/2024/PA.Pkb tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa  sesuai  dengan  laporan  mediator  tanggal  10  Januari  2024,

menyatakan  bahwa Penggugat  mencapai  kesepakatan untuk  damai  dengan

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas

pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Penggugat  menyatakan mencabut  gugatannya yang terdaftar  dalam register

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Pkb tertanggal 10

Januari 2024;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka

pemerikasaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan

penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini,  maka

segala hal  ikwal  yang terjadi  dipersidangan yang tertulis dalam berita  acara

persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan

yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara

ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-

orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor   50  Tahun  2009,  maka

perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  Penggugat

berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum

Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai,  dan  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  bahwa  gugatan

perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat,

sehingga  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai  berwenang  secara  relatif

memeriksa  dan  mengadili  gugatan  Penggugat.  Oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat

agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali

rukun  membina  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak  berhasil,  maka  untuk

memaksimalkan  perdamaian,  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor  1  Tahun  2016  maka  Penggugat  telah  melaksanakan  mediasi  dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  telah  terjadi

perdamaian antara  Penggugat  dengan Tergugat  untuk  kembali  rukun dalam

membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat  tersebut  tidak

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena
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itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat

untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Hakim

memeriksa  materi  gugatan  yang  bersangkutan,  oleh  karena  itu  pencabutan

gugatan  oleh  Penggugat  tersebut  dapat  dibenarkan  berdasarkan  ketentuan

Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini

telah  selesai  karena  dicabut  dan  memerintahkan  kepada  Panitera  untuk

mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  termasuk  dalam bidang

perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor:  7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

9/Pdt.G/2024/PA.Pkb dari Penggugat;  

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan kepada  Penggugat  untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  10 Januari  2024 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 28 Jumadilakir 1445 Hijriyah, oleh kami Azwida, S.H.I. sebagai

Ketua  Majelis,  Uut  Muthmainah,  S.H.I. dan  Nita  Risnawati,  S.Sy.,  M.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Ketua Majelis

D.T.O

Azwida, S.H.I.
Hakim Anggota

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

D.T.O

Ardi, S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaf

taran

b. Panggi

lan

Pertama P

& T

c. Redak

si

: Rp

: Rp

: Rp

30.000,00

20.000,00

10.000,00

2. Biaya

Proses (ATK)

: Rp 100.000,00

3. Panggi

lan

: Rp 500.000,00

: Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 670.000,00

                (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)         
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